WALIKOTA PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA PASURUAN

NOMOR 8 TAHUN 2020

TENTANG

TARGET PENDAPATAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Menimbang :

Mengingat

TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

a. bahwa dalam rangka mengukur kinerja perangkat

1.

daerah atas kegiatan pemungutan pajak daerah
dan retribusi daerah maka perlu menetapkan
target pendapatan pajak daerah dan retribusi
daerah yang dijabarkan secara tribulan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Walikota tentang Target Pendapatan
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun
Anggaran 2020;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah
dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia
tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun
1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nr 16
dan Nr 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia
Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar
dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 551);

2. Undang-Undang ...



Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982
tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya
Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3241);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007
tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4738);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010
tentang Pedoman Tata Cara Pemberian dan
Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan ...



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2011
Nomor 310);

Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun
2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun
2008 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Pasuruan Nomor 01) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 08
Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2007
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun
2010 Nomor 14);

Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 10 Tahun
2010 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kota
Pasuruan Tahun 2010 Nomor 09, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 05);

Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 13 Tahun
2010 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi
Jalan Umum (Lembaran Daerah Kota Pasuruan
Tahun 2010 Nomor 12, Tambahan Lembaran
Daerah Kota Pasuruan Nomor 10);

Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 14 Tahun
2010 tentang Retribusi Pelayanan Tempat Khusus
Parkir (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun
2010 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah
Kota Pasuruan Nomor 11);

Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 21 Tahun
2010 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan
Bangunan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun
2011 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Pasuruan Nomor 02);

Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 22 Tahun
2010 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kota
Pasuruan Tahun 2011 Nomor 03, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 03);

Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun
2011 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah
Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 22, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 16);

18. Peraturan ...



18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 03 Tahun
2011 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kota
Pasuruan Tahun 2011 Nomor 23, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 17);

Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 04 Tahun
2011 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kota
Pasuruan Tahun 2011 Nomor 26, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 20);

Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 05 Tahun
2011 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran
Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 27,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan
Nomor 21);

Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 06 Tahun
2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan
(Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011
Nomor 44, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Pasuruan Nomor 34);

Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 07 Tahun
2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/
Kebersihan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan
Tahun 2011 Nomor 31, Tambahan Lembaran
Daerah Kota Pasuruan Nomor 23) sebagaimana
diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pasuruan
Nomor S5 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 07 Tahun
2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/
Kebersihan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan
Tahun 2014 Nomor 06);

Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 08 Tahun
2011 tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman dan
Pengabuan Mayat (Lembaran Daerah Kota
Pasuruan Tahun 2011 Nomor 35, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 26)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kota Pasuruan Nomor 06 Tahun 2013
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota
Pasuruan Nomor 08 Tahun 2011 tentang Retribusi
Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
(Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2013
Nomor 06);

Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 09 Tahun
2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran
Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan
Nomor 31);

25. Peraturan ...



25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 10 Tahun
2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan
Bermotor (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun
2011 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Pasuruan Nomor 19);

Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 11 Tahun
2011 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam
Kebakaran (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun
2011 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Pasuruan Nomor 11);

Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 12 Tahun
2011 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah
Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 22);

Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 13 Tahun
2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan
Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun
2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Pasuruan Nomor 33) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 4
Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kota Pasuruan Nomor 13 Tahun 2011
tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
(Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2014
Nomor 1);

Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 14 Tahun
2011 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan
(Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011
Nomor 32, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Pasuruan Nomor 24);

Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 15 Tahun
2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
(Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011
Nomor 30);

Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 17 Tahun
2011 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran
Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 18,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan
Nomor 18);

Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 11 Tahun
2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan
dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan
Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah
Kota Pasuruan Nomor 15);

33. Peraturan ...



33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 2 Tahun
2014 tentang  Pengelolaan Rumah  Susun
Sederhana Sewa Milik Pemerintah Kota Pasuruan
(Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2014
Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Pasuruan Nomor 6);

Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 6 Tahun
2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016-
2021 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun
2016 Nomor 12);

Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan  Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota
Pasuruan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 11);

Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 8 Tahun
2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah
Kota Pasuruan Tahun 2019 Nomor 8);

Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 50 Tahun
2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Pasuruan
Tahun 2016 Nomor 50) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 57
Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 50 Tahun
2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Pasuruan
Tahun 2019 Nomor 57);

Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 77 Tahun 2016
tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pendapatan
Daerah (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016
Nomor 77);

Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 51 Tahun
2019 tentang Pedoman Kerja dan Penekanan Tugas
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota
Pasuruan Tahun 2019 Nomor 51);

Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 61 Tahun
2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita
Daerah Kota Pasuruan Tahun 2019 Nomor 61);

MEMUTUSKAN ...



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PASURUAN TENTANG
TARGET PENDAPATAN PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1
Target Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Tahun 2020 ditetapkan sesuai dengan yang tertuang
dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2020.

Pasal 2
Target Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Tahun 2020 dijabarkan secara tribulan sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
tidak dipisahkan dari Peraturan walikota.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Walikota ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 24 Februari 2020

P1t. WALIKOTA PASURUAN,

Ttd,
RAHARTO TENO PRASETYO

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 24 Februari 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,

Tttd,
BAHRUL ULUM

BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2020 NOMOR 8



LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA PASURUAN

NOMOR 8 TAHUN 2020

TENTANG
TARGET PENDAPATAN PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH TAHUN ANGGARAN

2020

TARGET PENDAPATAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

TARGET TRIBULAN I

TARGET TRIBULAN II

TARGET TRIBULAN III

TARGET TRIBULAN IV

KODE REKENING URAIAN SKPD PEMUNGUT TARGET TA 2020
% (Rp.) % (Rp.) % (Rp.) % (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
4.1 Pendapatan Pajak dan 42.981.256.822,00 9.722.020.450,00 19.344.896.514,00 30.730.306.675,00 42.981.256.822,00
Retribusi Daerah
4.1.1 Hasil Pajak Daerah 34.825.402.000,00 7.844.098.284,00 15.346.565.720,00 24.997.392.952,00 34.825.402.000,00
4.04.02.01.00.00.4.1.1.01 | Pajak Hotel BadanDZ‘Z?:ﬁpatan 622.800.000,00 | 21 128.969.000,00 | 44 273.918.000,00 | 72 446.198.000,00 | 100 622.800.000,00
4.04.02.01.00.00.4.1.1.02 | Pajak Restoran BadanDZ‘;‘;:ﬁpatan 2.062.002.000,00 | 13 259.318.600,00 | 27 565.427.520,00 | 72 1.226.328.220,00 | 100 2.062.002.000,00
4.04.02.01.00.00.4.1.1.03 | Pajak Hiburan BadanDI;‘erlgﬁpatan 111.600.000,00 | 13 14.194.400,00 | 28 30.871.200,00 | 59 69.931.200,00 | 100 111.600.000,00
4.04.02.01.00.00.4.1.1.04 | Pajak Reklame BadanDF;irr‘gﬁpatan 650.000.000,00 | 17 108.567.500,00 | 27 271.410.000,00 | 63 488.446.500,00 | 100 650.000.000,00
Pajak Penerangan Badan Pendapatan
4.04.02.01.00.00.4.1.1.05 | [42° Doorh 15.600.000.000,00 | 25 3.900.000.000,00 | 50 7.800.000.000,00 | 75 11.700.000.000,00 | 100 15.600.000.000,00
4.04.02.01.00.00.4.1.1.07 | Pajak Parkir BadanDI;erlgﬁpatan 33.000.000,00 | 15 5.048.784,00 | 33 10.939.000,00 | 75 22.489.032,00 | 100 33.000.000,00
4.04.02.01.00.00.4.1.1.08 | Pajak Air Tanah Badan Pendapatan 96.000.000,00 | 25 24.000.000,00 | 50 48.000.000,00 | 68 72.000.000,00 | 100 96.000.000,00

Daerah




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
4.04.02.01.00.00.4.1.1.11 | Pajak Bumi dan Badan Pendapatan 3.650.000.000,00 | 11 404.000.000,00 | 42 1.546.000.000,00 | 75 2.732.000.000,00 | 100 3.650.000.000,00
Bangunan Daerah
Bea Perolehan Hak Badan Pendapatan
4.04.02.01.00.00.4.1.1.12 | Atas Tanah dan Daerahp 12.000.000.000,00 | 25 3.000,000,000,00 | 40 4.800.000.000,00 | 75 8.200.000.000,00 | 100 12.000.000.000,00
Bangunan
4.1.2 gzzlrlaflembum 8.155.854.822,00 1.877.922.166,00 3.998.330.794,00 5.732.913.723,00 8.155.854.822,00
4.1.2.01 Retribusi Jasa Umum 5.192.715.572,00 1.179.023.293,00 2.475.253.586,00 3.473.434.179,00 5.192.715.572,00
Retribusi Pelayanan
1.02.01.00.00.4.1.2.01.01 | Kesehatan - Dinas Kesehatan 558.892.000,00 | 25 138.723.000,00 | 50 277.446.000,00 | 67 416.169.000,00 | 100 558.892.000,00
Puskesmas
Retribusi Pelayanan Dinas Lingkungan
2.05.01.01.00.4.1.2.01.07 | Persampahan Hidup, Kebersihan 642.000.000,00 | 25 160.500.000,00 | 50 321.000.000,00 | 74 481.500.000,00 | 100 642.000.000,00
/Kebersihan dan Pertamanan
Retribusi Pelayanan Dmgzlf;ar:(rirzlhan
1.04.01.01.00.4.1.2.01.17 | Penguburan R 33.000.000,00 | 25 8.250.000,00 | 50 16.500.000,00 | 75 24.750.000,00 | 100 33.000.000,00
/Pemakaman P .
ermukiman
Retribusi Pelayanan Dinas
2.09.01.01.00.4.1.2.01.19 | Parkir di Tepi Jalan 2.050.100.000,00 | 20 410.020.000,00 | 45 922.545.000,00 | 75 1.435.070.000,00 | 100 2.050.100.000,00
Perhubungan
Umum
Retribusi Pelayanan Dinas
3.06.01.01.00.4.1.2.01.20 | Detribust reayana Perindustrian dan 102.420.000,00 | 25 25.605.000,00 | 50 51.210.000,00 | 70 76.815.000,00 | 100 102.420.000,00
Pasar - Pelataran
Perdagangan
Retribusi Pelayanan Dinas
3.06.01.01.00.4.1.2.01.21 star‘_‘ioseayaa Perindustrian dan 216.728.760,00 | 25 54.182.190,00 | 50 108.364.380,00 | 75 162.546.570,00 | 100 216.728.760,00
Perdagangan
Retribusi Pelayanan Dinas
3.06.01.01.00.4.1.2.01.22 | Pasar - Kios dan Perindustrian dan 1.256.623.812,00 | 25 314.155.953,00 | 50 628.311.906,00 | 75 642.467.859,00 | 100 1.256.623.812,00
Bedak Perdagangan
Retribusi Pengujian
2.09.01.01.00.4.1.2.01.25 | Kendaraan Bermotor Dinas 95.000,00 | 20 19.000,00 | 50 42.750,00 | 70 66.500, 00 | 100 95.000,00
(PKB) - Mobil Perhubungan
Penumpang - Minibus
Retribusi Pengujian
2.09.01.01.00.4.1.2.01.26 | Xendaraan Bermotor Dinas 18.675.000,00 | 20 3.735.000,00 | 45 8.403.750,00 | 70 13.072.500,0 | 100 18.675.000,00
(PKB) - Mobil Bus- Perhubungan

Microbus




-10 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Retribusi Pengujian
2.09.01.01.00.4.1.2.01.27 | Kendaraan Bermotor Dinas 33.362.500,00 | 20 6.672.500,00 | 50 15.131.250,00 | 79 23.537.500,00 | 100 33.362.500,00
(PKB) - Mobil Bus- Perhubungan
Bus
Retribusi Pengujian
Kendaraan Bermotor Dinas
2.09.01.01.00.4.1.2.01.28 | (PKB) - Mobil 160.470.000,00 20 32.094.000,00 | 50 72.211.500,00 70 112.329.000,00 | 100 160.470.000,00
. Perhubungan
Barang/Beban-Pick
Up
Retribusi Pengujian
2.09.01.01.00.4.1.2.01.30 | Kendaraan Bermotor Dinas 109.075.00000 | 20 21.815.000,00 | 45 49.083.750,00 | 70 76.352.500,00 | 100 109.075.000,00
(PKB) - Mobil Perhubungan
Barang/Beban-Truck
Retribusi Badan
1.05.03.01.00.4.1.2.01.34 | Pemeriksaan Alat Penanggulangan 5.011.000,00 15 751.650,00 | 45 1.503.300,00 70 3.257.750,00 | 100 5.011.000,00
Pemadam Kebakaran Bencana Daerah
Retribusi Pelayanan Dinas
1.05.03.01.00.4.1.2.01.45 N oy Yy Perindustrian dan 6.000.000,00 42 2.500.000,00 | 58 3.500.000,00 65 5.500.000,00 | 100 6.000.000,00
Tera/Tera Ulang
Perdagangan
4.1.2.02 Retribusi Jasa Usaha 2.394.098.750,00 556.640.748,00 1.238.556.958,00 1.832.699.169,00 2.394.098.750,00
Retribusi Pemakaian . .
Kekavaan Daerah - Dinas Lingkungan
2.05.01.01.00.4.1.2.02.01 Y Hidup, Kebersihan 2.500.000,00 25 625.000,00 | 50 1.250.000,00 75 1.875.000,00 | 100 2.500.000,00
Penyewaan Tanah &
dan Pertamanan
Bangunan
Retribusi Pemakaian Dinas Perumahan
1.04.01.01.00.4.1.2.02.01 | Kekayaan Daerah - Rakyat dan 731.064.000,00 | 18 134.028.0000,00 | 43 316.794.400,00 | 75 572.666.800,00 | 100 731.064.000,00
Penyewaan Tanah & Kawasan
Bangunan. Permukiman
Retribusi Pemakaian .
Kekayaan Daerah- Dinas
3.06.01.01.00.4.1.2.02.01 Perindustrian dan 10.640.000,00 0,00 0,00 | 100 10.640.000,00 | 100 10.640.000,00
Penyewaan Tanah & Perdagangan

Bangunan.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Retribusi Pemakaian . ..
Kekavaan Daerah- Dinas Pariwisata,
2.13.01.01.00.4.1.2.02.01 Y Pemuda dan 64.312.500,00 | 57 36.962.500,00 | 65 42.062.500,00 | 85 54.762.500,00 | 100 64.312.500,00
Penyewaan Tanah &
Olahraga
Bangunan
Retribusi Pemakaian
1.20.03.01.00.4.1.2.02.01 | Kekayaan Daerah- Bagian Umum, 51.400.000,00 | 11 5.500.000,00 | 45 22.900.000,00 | 85 42.400.000,00 | 100 51.400.000,00
Penyewaan Tanah & Sekretariat Daerah
Bangunan
Retribusi Pemakaian Badan
4.04.01.01.00.4.1.2.02.01 | Kekayaan Daerah- Pengelolaan 1.184.590.000,00 | 25 296.145.498,00 | 50 592.290.996,00 | 82 888.436.494,00 | 100 1.184.590.000,00
Penyewaan Tanah & Keuangan dan
Bangunan Aset
Retribusi Pemakaian
2.09.01.01.00.4.1.2.02.01 | Kekayaan Daerah - Dinas 22.800.000,00 | 20 4.560.000,00 | 45 10.260.0000,00 | 75 15.960.000,00 | 100 22.800.000,00
Penyewaan Tanah Perhubungan
dan Bangunan
Retribusi Pemakaian Dinas Pekerjaan
1.03.01.01.00.4.1.2.02.02 | Kekayaan Daerah Umum dan 26.720.000,00 | 31 8.250.000,00 | 62 16.500.000,00 | 70 24.750.000,00 | 100 26.720.000,00
Laboratorium Penataan Ruang
Retribusi Pemakaian Bagian Umum
1.20.03.01.00.4.1.2.02.04 | Kekayaan Daerah — gian ’ 500.000,00 0,00 0,00 0,00 | 100 500.000,00
Sekretariat Daerah
Kendaraan Bermotor
Retribusi Terminal-
Tempat Parkir untuk Dinas
2.09.01.01.00.4.1.2.02.13 | kendaraan 2.266.250,00 | 20 453.250,00 | 50 1.019.812,00 | 80 1.586.375,00 | 100 2.266.250.,00
. Perhubungan
Penumpang & Bis
Umum
Retribusi Terminal-
2.09.01.01.00.4.1.2.02.15 | Fasilitas Lainnya Dinas 15.325.000,00 | 20 3.065.000,00 | 45 6.896.250,00 | 80 10.727.500,00 | 100 15.325.000,00
dilingkungan Perhubungan
Terminal
2.00.01.01.00.4.1.2.02.16 | Retribusi Tempat Dinas 72.000.000,00 | 20 14.400.000,00 | 45 32.400.000,00 | 70 50.400.000,00 | 100 72.000.000,00
Khusus Parkir Perhubungan
Retribusi Tempat Dinas Lingkungan
2.05.01.01.00.4.1.2.02.16 P Hidup, Kebersihan 21.426.000,00 | 25 5.356.500,00 | 50 10.713.000,00 | 70 16.069.500,00 | 100 21.426.000,00
Khusus Parkir
dan Pertamanan
Eitrlbus;Telrip pCa}tOR & Dinas Pariwisata,
2.13.01.01.00.4.1.2.02.16 usus rarkir Pemuda dan 13.780.000,00 | 26 3.645.000,00 | 42 5.830.000,00 | 75 9.475.000,00 | 100 13.780.000,00

Stadion

Olahraga




-12 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Retribusi T t Dinas
3.06.01.01.00.4.1.2.02.16 | Lcrribusli lempa Perindustrian dan 111.600.000,00 | 25 27.900.000,00 | 50 55.800.000,00 | 69 83.700.000,00 | 100 111.600.000,00
Khusus Parkir
Perdagangan
Esggi‘lilksslaan Dinas Pertanian
3.03.01.01.00.4.1.2.02.19 dan Ketahanan 63.175.000,00 | 25 15.750.000,00 | 50 31.500.000,00 | 75 49.250.000,00 | 100 63.175.000,00
Kesehatan Hewan
. Pangan
Sesudah Dipotong
4.1.2.03 };:Z;i‘;fl Pertzinan 569.040.500,00 142.258.125,00 284.520.250,00 426.780.375,00 569.040.500,00
Dinas Penanaman
Retribusi Izin Modal dan
2.12.01.01.00.4.1.2.03.01 | Mendirikan Pelayanan 560.290.500,00 | 25 140.070.625,00 | 50 280.145.250,00 | 75 420.217.875,00 | 100 560.290.500,00
Bangunan Terpadu Satu
Pintu
Dinas Penanaman
Retribusi Pemberian Modal dan
2.12.01.01.00.4.1.2.03.06 | Izin Trayek kepada Pelayanan 8.750.000,00 [ 0 2.187.500,00 | 50 4.375.000,00 | 50 6.562.500,00 | 100 8.750.000,00
Badan Terpadu Satu
Pintu

RAHARTO TENO PRASETYO
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